BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TENTANG CERAI GUGAT TERHADAP
HUKUM ADAT DAYAK IBAN DI KECAMATAN KENDAWANGAN

KABUPATEN KETAPANG

A. Analisis Hukum Adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten
K etapang tentang Cerai Gugat
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintahfieh dan
larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalasuatu masyarakat, dan
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yarsafgkutan, oleh karena
pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimabulindakan dari pihak
pemerintah masyarakat ituAdapun hukum adat menurut Soepomo sebagai
berikut:
Hukum adat adalah hukumon-statutair yang sebagian besar
adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukwam IdHukum
adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan kegaurt-
keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum datghkuhgan,
dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurakbepada
kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatwtnulang
hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yaatpmjari
rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum setas-menerus
dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti Hidserdiri

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddiiggfinisikan

sebagai hasil daya upaya para fugaha dalam memeraptari’at Islam sesuai

'E. Utrecht,Pengantar dalam Hukum Indonesi#akarta: Balai Buku Ihtiar, 1966, him.
13.
’SoepomoBab-bab Tentang Hukum Addikarta: Ul Press, 1966, him. 7.
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dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hubungannya hukum adat dengan hukum Islahwdaalam
bahasa Aceh dikatakan, "hukum Islam dengan hukuat &dak dapat
diceraikan”. Di Minangkabau juga dikatakan bahwa&umu adat dengan
hukum Islam saling menopang, karena yang diselattiadadalah bagaimana
melaksanakan syara' (agama). Namun para penule&g Beengatakan bahwa
hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Minarmgkaebagai 2 (dua)
unsur yang bertentangamcofnplicty Mereka melancarkan teori mengadu
domba, memecah-belah ibarat orang membelah bamiy satu (sebelah)
diangkat sedangkan sebelah lagi diirfjak.

Menurut Van Vollen Houven dan Bzn Ter Haar, hukudataharus
dipertahankan sebagai hukum golongan bumiputragbskblau hukum adat
didesak maka hukum Islam yang akan berlaku. Sedangienurut Bzn Ter
Haar antara hukum adat dengan hukum Islam tidakgkinrbersatu karena
titik tolaknya berbedacpmplic). Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan
hidup yang sesungguhnya dan hukum Islam dari kit hukum saja.

Para orientalis Barat selalu menggambarkan keduaeg&an-akan
dua kelompok yang terpisah yang tidak mungkin dgmukan ¢omplicten
leer), seperti pertentangan antara hukum perdata adapeldata Islam dalam

perkawinan. Menurut orientalis Barat tersebut perkan dalam hukum

*TM. Hasbi Ash-Shiddieqyfalsafah Hukum IslanSemarang: PT Pustaka Rizki Putra,
2001, him. 29

“|dris Ramulyo,Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan BerkegryanHukum
Islam dalam Sistem Hukum di Indonesiakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 33

*Mohammad Daud AliHukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukulantsdi
Indonesia Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, him. 203
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Islam sebatas kontak antara pribadi-pribadi yantamgsungkan pernikahan
saja. Akan tetapi, menurut hukum adat, perkawinaseladn yang
menghubungkan antara 2 (dua) keluarga. Tentangrlsamadiberikan contoh
klasik yang memperlihatkan pertentangan antara rukslam dan hukum
adat di Minangkabau. Namun tidak disadari oleh keewtari Barat itu sejak
abad yang lalu telah lahir kesepakatan antanék mamakalim ulama di
Minangkabau. Kesepakatan itu dilaksanakan dalanu d«weapatan adat dan
ninik mamak(penguasa adat) di Bukit Marapalam dalam PerangriPgang
melahirkan rumusan pepatah adat "Hukum adat berssyata’, syara’
bersendi kitabullah.” Maksudnya, hukum adat bersgyata’ (agama), agama
bersendikan kitabullah (Al-Qur'af).

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islanat ddfhat dari
sudut al ahkam al khamsahyaitu 5 (lima) kaidah hukum Islam yang
mengatur tingkah laku manusia, yaitu sebagai beriku
1. Larangan (haram).

2. Fardh (kewajiban). ,
3. Makruh(celaan).

4. Sunah (anjuran).

5. Jaizataumubah, halaljbahah,boleh.

Dalam kaidah terakhir, yaitu mubah ini, adat dagiatasukkan asal
tidak bertentangan dengan akidah hukum Islam. MgntiM. Hasbi Ash-

Shiddigie, urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau mewmdbentukan

®|dris Ramulyoop.cit, him. 33.



65

hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patgkambentukan garis

hukum: Al adatu muhaksamagrtinya adat dapat dijadikan hukumAdat

yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaularp redbari-hari yang

tercakup dalam istilah muamalah bukan ibadah. Mérsobhi Mahmassani,

agar adat kebiasaan dapat dijadikan aturan hukueka rdiperlukan syarat-

syaratnya sebagai berikut:

1. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dakuiioleh masyarakat
umum.

2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku undalam masyarakat.

3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.

4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak

5. Tidak bertentangan dengan nAtQuranulkarim dan hadis Rasulullah
Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Slam.

Berpijak pada uraian tersebut, hukum adat Dayak Ibalam hal
perceraian ada akulturasi atau percampuran dengkanh Islam, namun
hukum adat Dayak Iban tidak sepenuhnya menerimarhuklam. Akulturasi
atau percampuran antara hukum adat Dayak Iban déngam Islam terlihat
dari prinsip kedua sistem hukum itu yang mensyaragkerceraian harus ada
alasan yang kuat. Namun tidak sepenuhnya hukumm lgi@a masuk dalam
hukum adat Dayak Iban, sebab ganti rugi atau tebdséam hukum adat

Dayak Iban terlalu memberatkan bagi suami atau istyi Sedangkan dalam

T.M. Hasbi Ash-ShiddigiePengantar Hukum IslanSemarang: PT Pustaka Rizki Putra,
2001, him. 226 — 228.

8Sobhi Mahmassankilsafat Hukum Islam Terj. Ahmad Sodjono, Bandung: PT. Al-
Maarif, 1976, him. 262.
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hukum Islam bahwanut'ahdan atauwad pada prinsipnya sama sekali tidak

memberatkan suami istri yang mengajukan cerai.

Dengan demikian percampuran antara hukum adat Dagakdengan

Hukum Islam hanya dalam bagian yang sangat kedil yeeduanya tidak

memperlonggar perceraian melainkan harus dipenahgyarat dan alasan

yang bisa diterima terjadinya perceraian. Dalam KiHalnya seseorang yang

hendak melakukan perceraian dalam pasal 116 Kosnpilakum Islam harus

ada alasan atau alasan-alasan:

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pematerkadat, penjudi
dan lain sebagai-nya yang sulit disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamdu2)(tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yaigaau karena hal lain
di luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tmha)n atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengeamaperat yang

membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pemigmgan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi peibain dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamah tangga.

Suami melanggaaklik talak
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h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan itggad
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam adat Dayak Iban bahwa perceraian itu sangatsilit, hal itu
terbukti dari denda atau ganti rugi yang harusrikba suami kepada istrinya
yang dicerai. Denda atau ganti rugi ini akan ldi@hat lagi jika yang meminta
cerai pihak istri. Dengan demikian, perceraiansigipagai sesuatu yang tidak
sederhana. Jika ditinjau dari hukum Islam, bahwdagisarnya dalam hukum
Islam pun perceraian itu tidak mudah tetapi harda alasan yang kuat.
Apalagi jika perceraian itu atas inisiatif istringadisebukhulu maka ini lebih
berat lagi karena istri harus memiliki alasan y&ogt. Akan tetapi mengenai
ganti rugi tidak seberat adat Dayak lban. Dengaa kan, dalam hukum
Islam, ganti rugi berupanut'ah (inisiastif perceraian dari suami) damad
(inisitif perceraian dari pihak istri) tidak bers¢perti ganti rugi hukum adat

Dayak Iban.

. Analisis Hukum Islam terhadap Hukum Adat Dayak Iban di Kecamatan
Kendawangan K abupaten K etapang dalam Cerai Gugat

Dalam adat Dayak Iban bahwa perceraian itu sangatsilit, hal itu
terbukti dari denda atau ganti rugi yang harusrikba suami kepada istrinya
yang dicerai. Denda atau ganti rugi ini akan ldi@hat lagi jika yang meminta
cerai pihak istri. Dengan demikian, perceraiansigipagai sesuatu yang tidak

sederhana.
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Jika ditinjau dari hukum Islam, bahwa pada dasamigiam hukum
Islam pun perceraian itu tidak mudah tetapi harda alasan yang kuat.
Apalagi jika perceraian itu atas inisiatif istringadisebukhulu maka ini lebih
berat lagi karena istri harus memiliki alasan y&ogt. Akan tetapi mengenai
ganti rugi tidak seberat adat Dayak lban. Denga@a kan, dalam hukum
Islam, ganti rugi berupanut'ah (inisiastif perceraian dari suami) damad
(inisitif perceraian dari pihak istri) tidak bers¢perti ganti rugi hukum adat
Dayak Iban. Berdasarkan hal tersebut, maka untukgamalisis masalah ini
perlu dikemukakan pandangan ulama sebagai berikut:
1. Mengenai Paramuyang
Dalam hukum adat Dayak Iban apabila seorang suagmninta
cerai dari istrinya maka suami dikenakan sanksi d@aupa apa yang
disebutparamuyang
Sedangkan dalam hukum Islam, apabila apabila suami
menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatifgaraian datangnya dari
suami yang kemudian disehtalag. Karena perceraian itu atas kehendak
suami maka suami membarut'ah yaitu pemberian barang kenangan-
kenangan pada istri yang dicerai.
Mengenai hukumnyamut'ah ini terdapat perbedaan pendapat.
Jumhur fugaha berpendapat bahwa pemberian untulyemengkan hati
istri (mut'ah) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicer&ugaha
Zhahiri berpendapat bahwaut'ah wajib untuk setiap istri yang dicerai.

Segolongan fugaha berpendapat bama#'ah hanya disunatkan, tidak
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diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh kakbu Hanifah
berpendapat bahwaut'ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai
sebelum digauli, sedang suami belum menentukanawnéskintuknya,
Syalfi'i berpendapat bahwaut'ah diwajibkan untuk setiap istri
yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datangptak suami,
kecuali istri yang telah ditentukan maskawin ungkndan dicerai
sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegangi petdap® Abu

Hanifah beralasan dengan firman Allah:
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Artinya: orang-orang beriman, apabila kamu menikprempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikankaere
sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidaibw
atas mereka iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah merekat'ah dan
lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiki@Qa.
al-Ahzab: 49)*

1\t

Maka Allah mensyaratkan mut'ah diberikan pada y&tng belum

di-dukhul Allah berfirman:

N\

Lilads Layp b 32070 365 BALS o U5 e EA AL o)
(237 :: 2 V_ipj_g G

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istri sebell@amu menggauli
mereka, padahal kamu telah menentukan maskawin bagi

° Ibnu RusydBidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasiduz II, Beirut: Dar Al-Jil,
1409 H/1989, him. 73.

bid., him. 74.

* Depag RIAI-Quran dan Terjemahny&Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, him. 672.
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mereka, maka bayarlah separuh dari maskawin ydag te
kamu tentukan itu." (QS. al-Bagarah: 237).

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa istri tidak npErolehmut'ah
apabila telah ada penentuan maskawin dan talakdiegebelum ada
pergaulan. Sebab, apabila pemberian maskawin ustuktidak wajib,
tentu pemberiamut'ahuntuknya lebih tidak wajib lagi.

Menurut lbnu Rusyd, pendapat ini sungguh membinkang
karena apabila maskawin belum ditetapkan untukmgka ditetapkanlah
mut'ah sebagai penggantinya, dan apabila separuh maskawin
dikembalikan dari tangan istri, maka tidak ditetmpksesuatu pun
untuknya®®

Mengenai firman Allah:
236:5,a0 538 B Jes 538 awsd)l o S35
(250340 5 gaal) (o5 $05 wwsddl JE psaiis
Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'apaka mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang
yang miskin menurut kemampuannya (pula).” (QS. al-
Bagarah: 236)*

Syalfi'i mengartikan perintah tentangut'ah pada ayat ini kepada
keumuman orang perempuan yang ditalak, kecualigopgnempuan yang
telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebdigauli. Sedangkan
fugaha Zhahiri mengartikan perintah memberikant'ah itu kepada
keumumannya. Jumhur fugaha berpendapat bahwa pestampuan yang

memperolehkhulu' tidak memperolehmut'ah karena kedudukannya

2 Ipid., him. 58.
3 lbnu Rusydpp.cit, him. 74.
“ Depag RIAI-Qur'an dan Terjemahnyap.cit.,him. 58.
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sebagai pihak yang memberi, seperti halnya waritey \ditalak sebelum
digauli sesudah ada penentuan maskawin.

Dalam pada itu, fugaha Zhahiri mengatakan bakknau adalah
aturan syara’, itu bisa yang memperoleh dan bisanbeg. Dalam
mengartikan perintah memberikanut'ah itu "sunah”. Malik beralasan

dengan firman Allah pada akhir ayat tersebut, yaitu
(236 :5,20)) et e Us

Artinya: Yang demikian itu merupakan ketentuan (&gwan) bagi
orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. al-Bdgara
236)°

Yakni bagi orang yang bermurah hati dalam berbuak, bdan
sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemuraharketmikan hati
tidak termasuk perkara yang wajib.

Dalam Pasal 1 butir (i) Kompilasi Hukum Islam (KHlitegaskan,
mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yarsgutij talaq
berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam PasaK#b&linyatakan,
Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syaral: b@um
ditetapkan mahar bagi isttba’da al-dukhul (b) perceraian itu atas
kehendak suami. Jika syarat ini tidak dipenuhi makat'ah sunnat
diberikan oleh bekas suami (Pasal 159 KHI). Bessarmyt'ahdisesuaikan
dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI

Berdasarkan keterangan tersebut, maka perceraiamgane

memberimut'ahini tidak memberatkan suami karena disesuaikamgaten

Y Ipid.,
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kemampuan suami. Berbeda halnya dengan hukum DHgk yang
membebani suami dengan keharusan memberi gantiatagi tebusan
berupa uangasasarahsebesar 3000.000 rupiah ditambakBbuah tajau
tambah sisik nasi oleng befasValaupun terasa berat tapi ini sudah jadi
adat yang tidak boleh dilanggar. Jika tidak dipénmaka tidak bisa
bercerai
Mengenai 'lwad

Dalam hukum adat Dayak Iban apabila seorang isgmmta cerai
dari suaminya maka istri dikenakan sanksi adat yamya dengan suami
yang meminta cerai yaitu berupa apa yang dispatamuyangditambah
dengan kandangnya, yaitu yang disebut sebkagiakar selain dicabut
haknya atas semua anak dan harta benda perolefedikenakan hukum
parakelah

Sedangkan dalam hukum Islam, jika istri yang meangdrai, itu
berarti inisiatif perceraian datang dari pihakiigang kemudian disebut
khulu dan istri harus memberi ganti rugi atau tebusargydisebuiwad.

'lwad atau pembayaran ganti-rugi dari isteri kepada s@aialah
suatu yang paling pokok dan prinsipil dalam mas&tahlu. Jika'iwad
tidak ada, mak&hulu pun tidak akan ada. Mengenai jumlah pembayaran
ganti rugi itu, menurut pendapat Imam Syafi'i, kideda ketentuannya,
boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih aldaipya, dan boleh

pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Memuaglizhab Syafi'i,
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sesuatu yang sah di jadikan mahar, boleh dijadikad dalamkhulu'*®

Alasannya, antara lain firman Allah Surat Al-Badeag29:
(229 5,40 & B33 L Lgle 75 36

Artinya: Tidak ada dosa atas keduanya tentang baygang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya (QS. Al-Bagar22e)!’

Khulu' adalah akad atas sesuatu, sama dengan nikah. Syarat
sesuatu benda yang dibayarkan itu antara lain,tatike dengan jelas,
mampu menyerahkannya seketika dan hak milik istecara sah. Lagi
pulakhulu'itu adalah akad timbal balik, sama dengan jualdial mahar.

Jika suami mengkhulu' isterinya dengan sesuatucbgadg tidak
diketahui dengan jelas, seperti sehelai pakaiarandalemari, atau
dikhulu'nya dengan persyaratan yafagid (rusak), seperti tidak akan
membelanjainya ketika hamil, makdouluhya itu jatuh menjadialak
bain, dengan kewajiban membayar mahatsil (mahar yang layak dan
wajar).

Perbedaan pendapat ulama tentang boleh atau tidakbithya
lebih banyak dari apa yang pernah diberikannya depsterinya. Imam
Syalfi'i dan Malik berpendapat boleh diambilnya lebanyak dari yang
diberikannya, jika isteri itunusyuz (melawan suami). Imam Malik
mengemukakan alasan firman Allah Surat Al-Bagara®: 2ZMaka tiada

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberilen istri untuk

'8 Fuad SaidPerceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada PintisMaTentu Ada Jalan
Keluar, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, him. 111
" Depag RIAI-Qur'an dan Terjemahnyap.cit, him. 55.
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menebus dirinya." Menurut Ibnu Baththal, jumhuibégian besar) ulama
membolehkan suami mengambil lebih dari yang perdaderikannya
kepada isterinya. Imam Malik mengakui tidak adargan mengambil
lebih dari mahar, cuma mengambil lebih dari yarigedkan itu tergolong
akhlak yang kurang baik
Berdasarkan uraian di atas, makad itu tidak memberatkan istri
untuk bercerai, karena mengenai jumlah pembayaaati gugi itu, tidak
ada ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh &uedau lebih
daripadanya, dan boleh pula dengan benda lainnh@utan manfaat.
Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang méktatenda berat
pada istri yang meminta cerai pada suaminya. Mérukum adat Dayak
Iban, jika istri yang meminta cerai, maka si istikenakan denda yang
lebih berat dari suami yaitu uamgasasarahsebesar 3000.000 rupiah
ditambah suatu barang yang diselsgtbuah tajau tambah sisik nasi oleng
beras serta membayar kembaliparamuyang ditambah dengan
kandangnya, yaitu yang disebut seb&gdakar selain dicabut haknya atas
semua anaknya dan harta benda perolehan atau kikenaukum
parakelah
Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum adat Dayalkn Ib
bertentangan dengan hukum Islam dalam hal menentusarnya ganti rugi

atau tebusan bagi suami atau istri yang mengajcéuan.

'8 Fuad Saidpp.cit, him. 112.



